
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai Pengelolaan Limbah 

Kapal sebagai Implementasi (pelaksanaan) dari ketentuan IMO 

dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapat bahwa tingkat 

pemahaman MARPOL 1973/1978 mengenai pengelolaan limbah di 

kapa! adalah sebesar 53,89 % dan tingkat penerapan peraturan 

MARPOL 1973/1978 mengenai pengelolaan limbah di kapal adalah 

sebesar 50,22 %. Pada dasarnya pemahaman mengenai peraturan 

MARPOL 1973/1978 telah dilakukan dengan baik namun pada 

penerapan peraturan MARPOL 1973/1978 di kapal (operasional) 

belum optimal, terutama pembuangan sampah yang dilakukan oleh 

penumpang.

2. Ketatalaksanaan dalam penerapan hukum ataupun peraturan 

nasional (pemerintah) dan internasional dalam hal ini MARPOL 

1973/1978 berkaitan dengan pengadaan sarana peralatan dan 

perlengkapan di kapal untuk pengelolaan limbah dengan reception 

facilities di pelabuhan sebesar 66,53 %. Artinya pengelolaan 

limbah di kapal dapat optimal, bila didukung dengan pengadaan 

reception facilities di pelabuhan yang berfungsi dengan baik.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan 

limbah di kapal yang sesuai dengan peraturan MARPOL 1973/1978 

dan peraturan pemerintah yang berlaku adalah :



a. Pemahaman dan penerapan dari ABK dan pihak-pihak terkait

mengenai peraturan MARPOL 1973/1978 sesuai hasil perhitungan 

yang telah dilakukan dengan menggunakan uji korelasi spearman 

yang didapat besar r* = 0,594 yang artinya memiliki korelasi kuat 

antara pemahaman dap penerapan, Dan r8 tersebut bertanda positif 

yang memiliki arti bahwa tingkat pemahaman mengenai peraturan 

MARPOL 1973/1973 semakin baik maka tingkat penerapannya juga 

semakin baik, sehingga pengelolaan limbah di kapal dapat dilakukan 

dengan optimal, ^

b. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan pengelolaan limbah 

di kapal atau reception facilities di pelabuhan merupakan faktor 

penting dalam pelaksanaan peraturan-peraturan ini, karena bila 

kelengkapan dari saran dan prasarana pendukung tidak tersedia 

dengan baik maka penglolaan limbah di kapal tidak optimal. Dapat 

dilihat dari kondisi yang ada saat ini di Pelabuhan Tanjung Priok, 

dikarenakan reception facilities tidak berfungsi (rusak) maka limbah 

dari kapal banyak yang langsung dibuang pada perairan pelabuhan 

sehingga terjadi penurunan kualitas perairan pelabuhan.

c. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah kapal serta 

pembuangannya dari pemerintah juga faktor penting dalam 

pelaksanaan peraturan-peraturan ini, saat ini pengawasan yang 

dilakukan pemerintah (ADPEL Tanjung Priok) belum optimal. Dapat 

dilihat bahwa kapal-kapal yang akan berlabuh di Tanjung Priok tidak 

dilakukan pengecekan/survey limbah dahulu oleh syahbandar 

(ADPEL Tanjung Priok).
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5.2. Saran

1. Segregasi sampah dapat dilakukan secara mudah, dengan: 

menyediakan tempat pembuangan sampah sesuai dengan jenisnya 

(sampah organik dan an organik).

2. Pengawasan dari Pemerintah perlu ditingkatkan, terutama 

pengawasan di pelabuhan terhadap kapal yang akan berlabuh 

sebaiknya dilakukan prosedur berlabuh seperti yang dilakukan pada 

pelabuhan khusus.

3. Reception facilities sebagai fasilitas penampungan limbah dari 

kapal di Pelabuhan Tanjung Priok harus diperbaiki.

4. Pengetahuan mengenai MARPOL 1973/1978 sebaiknya juga 

disosialisasikan pada pengguna jasa transportasi (penumpang) 

dengan memberi pengumuman dan pengawasan mengenai 

pembuangan sampah dikapal.

5. Ketaatan terhadap peraturan nasional ataupun internasional 

dalam pengelolaan limbah kapal harus ditingkatkan agar proaktif, 

preventif dan represif.

6. Agar pengelolaan limbah di kapal dapat dilaksanakan lebih baik, 

maka dibutuhkan sebuah tim di kapal yang bertugas mengawasi 

prosedur pengelolaan limbah di kapal ataupun buangan limbah yang 

dilakukan oleh awak kapal sesuai dengan MARPOL 1973/1978 dan 

peraturan yang berlaku.
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